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BAB I

PENGANTAR HUKUM ADAT

A. PENGENALAN HUKUM ADAT

1. Istilah Hukum Adat

Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan Adatrecht,1 yang

mula-mula dikemukakan oleh Snouck Hurgronje,2 kemudian dipakai

oleh Van Vollenhoven.3 Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam

perundang-undangan adalah Peraturan Keagamaan (Godsdienstige

Wetten)4 karena pengaruh ajaran Receptio in Complexu oleh Van Den

Berg dan Salmon Keyzer.5 Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli

maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak

begitu besar dan adanya di beberapa daerah saja.6

Pada masa Hindia Belanda ada Adatrecht (Hukum Adat) yang

berlaku bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada KUHPerdata dan

Gewoonte Recht (Hukum Kebiasaan) yang berlaku bagi mereka yang

tunduk kepada KUHPerdata.7

Menurut Mahadi, perbedaan istilah dan pengertian (Hukum Adat

dan Kebiasaan) itu harus dihilangkan karena lambat laun tidak ada lagi

perbedaan antara golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing

melainkan hanya ada perbedaan Warga Negara Indonesia dan Orang

1 Kusumadi Pudjosewojo, 1961,  Pengantar Pelajaran Tata Hukum Indonesia, hlm. 59. Lihat juga
Bushar Muhammad, 1991, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, hlm. 9.
2 Ibid.
3 Ibid
4 Ibid
5 Suparman Usman, Hukum Islam di Indonesia…
6 Djojodiguno, 1958. Asas-asas Hukum Adat, hlm. 9
7 Ingat ketentuan Pasal 163 IS jo Pasal 131 IS. Pada masa Hindia Belanda diberlakukan

penggolongan penduduk dan bagi setiap golongan penduduk diberlakukan hokum perdatanya
sendiri-sendiri. Golongan Eropa berlaku hukum perdata BW (KUHPerdata), golongan Timur
Asing (Cina dan Non Cina) sebagian berlaku BW dan Hukum Perdata Adat golongan yang
bersangkutan; dan golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) berlaku hokum Perdata Adat./


	COVER JUDUL.pdf (p.1-37)
	Lembar Pengesahan Hk Keluarga dan Perjanjian Adat.pdf (p.38)
	DAFTAR ISI.pdf (p.39-41)
	BAB 1_7.pdf (p.42-95)

